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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proses pemberdayaan masyarakat pada

kegiatan PNPM-MPd di Kecamatan Pekalongan Lampung Timur ditinjau dari aspek

pengembangan kapasitas masyarakat dengan sasaran penelitian yaitu mengkaji implementasi

pengembangan kapasitas masyarakat, sikap dan cara pandang masyarakat tentang

pemberdayaan masyarakat serta mengkaji derajat keberdayaan masyarakat. Penelitian ini

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Metode kualitatif

digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan proses pengembangan

kapasitas masyarakat dan mengkaji derajat keberdayaan masyarakat, sedangkan metode

kuantitatif digunakan untuk mengukur sikap dan cara pandang masyarakat terhadap

pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dalam komunitasnya. Dari hasil penelitian

diketahui bahwa kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat telah dilaksanakan sesuai

dengan prinsip pemberdayaan dan telah berhasil mengubah tingkat kesadaran masyarakat

serta meningkatkan pemahaman untuk berperan dalam pembangunan di komunitasnya.

Temuan yang didapat adalah perubahan kesadaran masyarakat tergolong baik/tinggi  dengan

nilai rata-rata jawaban kuesioner 3,6 dari skala 5 yang berati masyarakat telah menyadari

konsep pemberdayaan dan mengerti untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya.

Tanggapan masyarakat terhadap program ini tergolong baik/tinggi dengan nilai rata-rata 3,39

dari skala 5 yang berarti tanggapan masyarakat dimaknai sebagai sikap dan cara pandang

masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat melalui

PNPM- MPd, namun untuk menuju tahapan pembiasaan masih membutuhkan pembelajaran

yang lebih banyak sehingga mereka benar-benar siap untuk bertanggungjawab secara penuh

dalam pengelolaan pembangunan komunitasnya.

Kata Kunci: Pengembangan Kapasitas , Pemberdayaan Masyarakat, Sikap dan Cara Pandang

Masyarakat
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ABSTRACT

The purpose of this study was to evaluate the process of community empowerment in PNPM-

MPD in East Lampung District of Pekalongan review of aspects of community development

with the goal of research is to study the implementation of community capacity building,

community attitudes and perspectives on community development and assess the degree of

empowerment of the people. This study uses descriptive qualitative analysis and quantitative

descriptive. Qualitative methods are used to get an overview of the implementation of the

capacity building process and assess the degree of community empowerment, whereas

quantitative methods are used to measure the attitudes and perspectives of the people who

carried out the community empowerment in the community. The survey results revealed that

community capacity building activities have been carried out in accordance with the

principles of empowerment and has managed to change the level of public awareness and

increase understanding to play a role in the development of their communities. The findings

are classified as either changes in public awareness / high with an average value of 3.6 out of

5 in questionnaire scale which means the public has been aware of the concept of

empowerment and be able to use it for the benefit of the community. Public response to the

program is quite good / high with an average value of 3.39 means 5 scale community

response is defined as the attitudes and perspectives of the community on the implementation

of community-based development programs through PNPM MPD, but to get to the stage of

habituation still requires more learning so that they are truly ready for the full responsibility

in the management of community development.

Keywords:  Capacity Development, Community Empowerment, Attitude and Community

Perspective

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya

merupakan proses untuk  membuat masya-

rakat menjadi berdaya. Setiap anggota

masyarakat dalam sebuah  komunitas sebe-

narnya memiliki potensi, gagasan serta

kemampuan untuk  membawa dirinya dan

komunitasnya menuju ke arah yang lebih

baik,  namun potensi itu terkadang tidak

bisa berkembang disebabkan faktor-faktor

tertentu. Untuk menggerakkan kemandirian

masyarakat dalam  pembangunan di komu-

nitasnya, diperlukan dorongan atau  gagasan

awal untuk menyadarkan peran dan

posisinya dalam kerangka membangun

masyarakat madani. Proses penyadaran

masyarakat dilakukan melalui konsep

pengembangan kapasitas. Pengembangan

kapasitas masyarakat adalah bentuk dari

pengembangan pengetahuan, sikap  dan

keterampilan masyarakat agar dapat berpe-

ran aktif dalam menjalankan  pembangunan

secara mandiri dan berkelanjutan.  Apabila

masyarakat sebagai pihak yang paling

berkepentingan belum memahami  makna

pengembangan kapasitas dan tidak  membe-

rikan tanggapan positif terhadap upaya-

upaya pengembangan kapasitas yang

dilaksanakan maka bisa dipastikan upaya

tersebut tidak akan berdaya guna dan

berhasil sesuai tujuan yang ingin dicapai.
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Program Nasional Pemberdayaan Masya-

rakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

adalah kelanjutan dari Program Penang-

gulangan Kemiskinan  Perdesaan (P2KP)

yang telah dilaksanakan sejak tahun 1999

sebagai suatu upaya pemerintah untuk

membangun kemandirian masyarakat dan

pemerintah daerah dalam menanggulangi

kemiskinan secara berkelanjutan. Program

ini berupaya menyiapkan landasan keman-

dirian masyarakat berupa lembaga kepe-

mimpinan yang representatif, mengakar dan

kondusif bagi perkembangan modal sosial

(social capital) masyarakat di masa menda-

tang serta menyiapkan program masyarakat

jangka menengah dalam penanggulangan

kemiskinan yang menjadi pengikat dalam

kemitraan masyarakat dengan pemerintah

daerah dan kelompok  peduli setempat

(Departemen Pekerjaan Umum, 2008).

Salah satu agenda penting di tingkat masya-

rakat terkait pelaksanaan PNPM Mandiri

Perdesaan adalah kegiatan pengembangan

kapasitas indvidu masyarakat. Pada tataran

pelaksanaan di masyarakat, kegiatan pe-

ngembangan kapasitas tersebut meliputi

proses sosialisasi, pelatihan dan pelaksanaan

siklus pemberdayaan. Dalam implementa-

sinya ketiga kegiatan tersebut harus berjalan

terus dan berkesinambungan karena yang

diharapkan dari pemberdayaan adalah pem-

biasaan masyarakat dan peran serta

masyarakat dapat menjadi budaya dalam

kehidupan sehari-hari.

Objek penelitian ini adalah Kecamatan

Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

Kegiatan PNPM-Mandiri Perdesaan di

Kecamatan Pekalongan dilaksanakan mulai

Tahun 2003 yang saat itu masih bernama

Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

yang dilaksanakan di 10 desa yaitu Desa

Adirejo, Sidodadi, Gondangrejo, Siraman,

Pekalongan, Tulusrejo, Jojog, Gantiwarno,

Kalibening, dan Wonosari. Pada Tahun

2006 Program Pengembangan Kecamatan

dirubah menjadi Program Nasional Pede-

saan Mandiri Masyarakat Mandiri Pedesaan

(PNPM-MP) dan berada dalam satu payung

program PNPM Mandiri.  Kegiatan siklus

PNPM Mandiri bisa dikatakan telah terlak-

sana semua, karena sampai saat ini telah

memasuki siklus tahun kesembilan. Siklus

yang telah dilaksanakan dimulai dari sosia-

lisasi awal, perekrutan relawan, pemetaan

swadaya, refleksi kemiskinan, pembentukan

BKM, penyusunan dokumen Perencanaan

Jangka Menengah Program Penanganan

Kemiskinan (PJM Pronangkis), pelatihan-

pelatihan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan

lapangan.

Kegiatan fisik lingkungan program PNPM-

Mandiri Perdesaan baik yang sudah dilak-

sanakan atau sudah direncanakan adalah

pengerasan jalan (onderlagh), pengaspalan

jalan (latasir), pembangunan gorong-gorong

dan jembatan, pembuatan saluran drainase,

saluran irigasi (talut) dan lain-lain.  Kegiat-

an dibidang ekonomi (Usaha Ekonomi

Produktif) yaitu pengelolaan dana bergulir

untuk kepentingan usaha kecil dan mikro

dan untuk kepentingan warga miskin,

Kelompok Simpan Pinjam Perempuan

(SPP). Kegiatan dibidang sosial yaitu

pendidikan dan Pelatihan Kader Masyarakat

(PKM). Kegiatan PNPM-MP yang telah

dilaksanakan dapat dilihat dari perkembang-

an dana bantuan dan perkembangan keuang-

an Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang

dikelola oleh UPK Kecamatan Pekalongaan.

Gambaran pelaksanaan PNPM-MP berikut

Data Bantuan dan Alokasi Penggunaannya

Tahun 2003-2011dapat dilihat pada Tabel 1.

Perkembangan Keuangan Simpan Pinjam

Perempuan UPK Tahun 2003-2011 pada

Tabel 2, dan Perkembang Keuangan Usaha

Ekonomi Produktif UPK Tahun 2003-2011

pada Tabel 3.
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Tabel  1. Data Bantuan PNPM-MP dan Alokasi Penggunaannya di Kecamatan Pekalongan

Tahun 2003-2011 (dalam ribuan)

Thn
Jumlah

Bantuan

A l o k a s i
Ket.

UEP SPP Fisik Pndidikan PKM

2003 1.000.000 - 94.500 842.520 12.980 41.186 Do UPK &

TPK 5%

2004 1.000.000 14.300 92.500 802.014 - - Do UPK &

TPK 5%

2005 1.000.000 - 89.500 860.500 - - Do UPK &

TPK 5%

2006 - - - - - - -

2007 - - - - - - -

2008 - - - - - - -

2009 900.000 - 213.750 641.250 - - Do UPK &

TPK 5%

2010 2.250.000 - 529.625 1.607.875 - - Do UPK &

TPK 5%

2011 2.250.000 - 260.500 1.877.000 - - Do UPK &

TPK 5%

Juml. 8.400.000 14.300 1.280.375 6.631.159 12.980 41.186

Tabel  2. Perkembangan Keuangan SPP – UPK Kecamatan Pekalongan Tahun 2003-2011

Thn Modal Awal Jasa SPP Surplus Esekusi Modal akhir Ket

2003 94.500.000 1.057.500 - - 95.557.500

2004 92.500.000 14.487.698 - - 202.545.198

2005 89.500.000 53.718.500 - - 341.559.698

2006 - 81.272.500 - 12.029.000 -

2007 - 72.845.747 - 30.246.000 453.402.945

2008 - 83.294.503 - 71.931.000 464.766.448

2009 213.750.000 147.408.750 114.511.904 13.205.000 812.720.198

2010 529.625.000 216.055.000 167.193.837 47.000.000 1.511.400.198

2011 260.500.000 253.308.125 216.834.125 - 2.025.208.323

Tabel 3. Perkembang Keuangan Usaha Ekonomi Produktif TahuN 2003-2011(dalam ribuan)
Tahun Modal Awal Jasa UEP Modal Akhir

2003 - - -

2004 14.300 429 14.729

2005 - 1.716 16.455

2006 - 2.475 18.920

2007 - 2.587 21.507

2008 - 2.512 24.020

2009 - 4.680 28.700

2010 - 4.920 33.620

2011 - 5.175 38.795
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Berdasarkan latar belakang di atas, dapat

diajukan masalah penelitian sebagai berikut:

1) Kegiatan pengembangan kapasitas meru-

pakan salah satu elemen penting dalam

proses pemberdayaan masyarakat, untuk itu

diperlukan satu kajian untuk mengevaluasi

tingkat efektivitas dan keberhasilannya, 2)

Model pembangunan dengan pendekatan

pemberdayaan masyarakat merupakan hal

baru bagi sebagian masyarakat, sehingga

perlu untuk dievaluasi, dan 3) Pandangan

masyarakat mengenai kegiatan pemberda-

yaan lebih berorientasi pada hasil/keluaran

daripada proses pemberdayaan itu sendiri.

Dari masalah tersebut dapat dikemukakan

rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

Bagaimana evaluasi pencapaian pemberda-

yaan masyarakat melalui  proses pengem-

bangan kapasitas masyarakat pada kegiatan

PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan

Pekalongan Lampung Timur? Tujuan pene-

litian ini adalah untuk mengevaluasi penca-

paian pemberdayaan masyarakat melalui

proses pengembangan kapasitas masyarakat

pada kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di

Kecamatan Pekalongan Lampung Timur.

Sasaran dari penelitian ini adalah: 1)

Mengkaji implementasi pengembangan

kapasitas masyarakat dalam proses  pember-

dayaan masyarakat pada kegiatan PNPM-

Mandiri Perdesaan, 2) Mengkaji sikap dan

cara pandang masyarakat tentang keberlan-

jutan konsep pembangunan berbasis masya-

rakat, dan 3) Mengevaluasi pencapaian

tahapan dalam proses pemberdayaan masya-

rakat.

Kerangka Pemikiran

Pemberdayaan Masyarakat. Meskipun

tujuan utama yang hendak dicapai dari pem-

bangunan adalah meningkatkan taraf hidup

dan menciptakan masyarakat sejahtera seca-

ra fisik, mental maupun sosial, namun pen-

dekatan yang digunakan dalam pembangun-

an harus senantiasa mengutamakan proses

daripada hasil. Pendekatan proses lebih

memungkinkan pelaksanaan pembangunan

yang memanusiakan manusia. Dalam pan-

dangan ini pelibatan masyarakat dalam

pembangunan lebih mengarah kepada

bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk

mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam

perumusan program membuat masyarakat

tidak semata-mata berkedudukan sebagai

konsumen program, tetapi juga sebagai

produsen karena telah ikut serta terlibat

dalam proses pembuatan dan perumusan-

nya, sehingga masyarakat merasa ikut

memiliki program tersebut dan mempunyai

tanggungjawab bagi keberhasilannya serta

memiliki motivasi  yang lebih besar bagi

partisipasi pada tahaptahap berikutnya

(Soetomo, 2006).  Partisipasi masyarakat

dalam pembangunan bisa didapatkan ketika

masyarakat tersebut telah mampu membawa

dirinya atau memiliki daya untuk ikut terli-

bat dalam pembangunan, sehingga konsep

pembangunan partisipatif harus juga diba-

rengi dengan pemberdayaan masyarakat

karena dalam pembangunan kadang

masyarakat hanya dilibatkan dalam aspek

teknis tanpa peran yang lebih luas mengenai

pengambilan keputusan.

Siklus dan Proses Pemberdayaan Masya-
rakat. Dalam beberapa kajian mengenai

pembangunan komunitas, pemberdayaan

masyarakat sering dimaknai sebagai upaya

untuk memberikan kekuasaan agar suara

mereka didengar guna memberikan kontri-

busi kepada perencanaan dan keputusan

yang mempengaruhi komunitasnya (Foy,

1994). Memberdayakan orang lain pada

hakikatnya merupakan perubahan budaya,

sehingga pemberdayaan tidak akan jalan

jika tidak dilakukan perubahan seluruh

budaya organisasi secara mendasar. Peru-

bahan budaya sangat diperlukan untuk

mampu mendukung upaya sikap dan praktik

bagi pemberdayaan yang lebih efektif

(Sumaryadi, 2005: 105).  Rubin dalam

Sumaryadi (2005: 94-96) mengemukakan 5

prinsip dasar pemberdayaan masyarakat:
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1) Pemberdayaan masyarakat memerlukan

break-even dalam kegiatan yang dikelola-

nya, meskipun orientasinya berbeda dengan

organisasi bisnis, keuntungan yang diper-

oleh didistribusikan kembali dalam bentuk

program atau kegiatan lain. 2) Pember-

dayaan masyarakat selalu melibatkan parti-

sipasi masyarakat baik dalam perencanaan

maupun pelaksanaan. 3) Kegiatan pelatihan

merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan

dari pembangunan fisik, 4) Pemberdayaan

harus dapat memaksimalkan sumber daya

khususnya pembiayaan baik yang berasal

dari pemerintah, swasta maupun lainnya, 5)

Pemberdayaan harus berfungsi sebagai

penghubung antara kepentingan pemerintah

yang bersifat makro dengan kepentingan

masyarakat yang bersifat mikro.

Wilson (1996) menjelaskan empat tahapan

dalam proses pemberdayaan masyarakat,

yaitu tahap penyadaran, tahap pemahaman,

tahap pemanfaatan, dan tahap pembiasaan.

Pada tahap pembiasaan, diharapkan masya-

rakat terbiasa terlibat secara aktif dalam

pembangunan, karena hasil atau keluaran

yang didapatkan adalah untuk kepentingan

mereka sendiri. Program pemberdayaan

tidak hanya dilakukan dalam satu siklus dan

berhenti pada suatu tahapan tertentu, tetapi

harus terus berkesinambungan dan kualitas-

nya meningkat dari satu tahapan ke tahapan

berikutnya.  Menurut Wilson (1996) ada 7

tahapan siklus pemberdayaan masya-rakat.

Tahap pertama, keinginan dari masyarakat

untuk berubah menjadi lebih baik. Tahap

kedua, masyarakat diharapkan mampu

melepaskan halangan atau faktor-faktor

yang  bersifat resistensi  terhadap kemajuan.

Tahap ketiga, masyarakat diharapkan

menerima kebebasan tambahan dan merasa

memiliki tanggungjawab untuk mengem-

bangkan diri dan komunitasnya. Tahap

keempat, upaya untuk mengembangkan

peran dan tanggungjawab yang lebih luas.

Tahap kelima, hasil-hasil nyata dari

pemberdayaan mulai kelihatan, peningkat-

an rasa memiliki yang lebih besar mengha-

silkan keluaran kinerja yang lebih baik.

Tahap keenam, terjadi perubahan perilaku

dan kesan terhadap dirinya, keberhasilan

dalam peningkatan kinerja mampu mening-

katkan perasaan psikologis di atas posisi

sebelumnya. Tahap ketujuh, masyarakat

berhasil memberdayakan diri dan tertantang

untuk upaya yang lebih besar guna menda-

patkan hasil yang lebih baik. Siklus pember-

dayaan ini menggambarkan proses upaya

individu dan komunitas untuk mengikuti

perjalanan kearah pekerjaan, prestasi dan

kepuasan yang lebih baik. (Gambar 1)

Sumber: Wilson, 1996

Gambar 1. Siklus Pemberdayaan

Tahap 5. Pencapaian hasil

dan target yang lebih besar
Tahap 4. Mengembangkan

peran dan batas tanggungjawab
Tahap 6. Perubahan perilaku

dan kesan terhadap dirinya

Tahap 7.Merasa tertantang

untuk upaya lebih besar

Tahap 3. Rasa memiliki

bertambah

Tahap 1. Keinginan

untuk berubah

Tahap 2. Melepaskan

halangan-halangan
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Proses pemberdayaan dimaknai sebagai

runtutan perubahan dalam perkembangan

usaha untuk membuat masyarakat menjadi

lebih berdaya. Wilson (1996) memaparkan

empat tahap proses pemberdayaan yaitu:

1) Awakening (penyadaran), pada tahap ini

masyarakat disadarkan akan kemampuan,

sikap dan keterampilan yang dimiliki serta

rencana dan harapan akan kondisi yang

lebih baik dan efektif. 2) Understanding

(pemahaman), pada tahap ini masyarakat

diberikan pemahaman dan persepsi baru

mengenai diri mereka, aspirasi mereka dan

keadaan umum lainnya. 3) Harnessing

(memanfaatkan), setelah masyarakat sadar

dan mengerti mengenai pemberdayaan,

saatnya mereka memutuskan untuk menggu-

nakan bagi kepentingan komunitasnya. 4)

Using(menggunakan) keterampilan dan

kemampuan sebagai bagian dari kehidupan

sehari-hari. Gambar 2 menunjukkan proses

pemberdayaan masyarakat.

Awakening/

Penyadaran

Using/Penggunaan/ Understanding/

Pembiasaan Pemahaman

Harnessing/

Pemanfaatan

Sumber: Wilson, 1996

Gambar 2. Proses Pemberdayaan

Lingkup dan Tingkatan Pemberdayaan.
Agar dapat melakukan analisis dan

pemahaman yang tepat mengenai pemberda-

yaan, harus dipahami dulu kerangka kon-

septual mengenai lingkup dan tingkatan

pemberdayaan. Dari kajian empiris pelak-

sanaan pemberdayaan di masyarakat,

Alshop dan Heinshon (2005) menggambar-

kan 3 hal lingkup pemberdayaan, yaitu

pemberdayaan politik, ekonomi dan sosial.

Pemberdayaan politik, upaya menyadarkan

masyarakat untuk berpartisipasi dalam

politik dan meningkatkan posisi tawar

kepada pemerintah atau pihak lainnya yang

meliputi aspek penegakan keadilan, kepe-

mimpinan politik, dan pelayanan publik.

Pemberdayaan ekonomi, pendekatan kepa-

da masyarakat kelas bawah untuk mampu

beraktifitas di bidang ekonomi dan memiliki

penghasilan yang lebih baik, sehingga

mampu menanggung dampak negatif dari

pertumbuhan yang terjadi. Pemberdayaan

sosial, upaya meningkatkan kemampuan

sumber daya manusia dan menyadarkan

posisi dan peran seseorang dalam kehidupan

sosial dan komunitasnya.

Alshop dan Heinshon (2005) menjabarkan

tingkatan pemberdayaan menjadi tiga yaitu:

local level,  intermediary level, dan macro

level. Fujikake (2008) mengemukakan ting-

katan pemberdayaan serupa dengan Alshop

dan Haeinshon yaitu: micro level,  meso

level dan macro level. Tingkatan micro atau

lokal meliputi wilayah lingkungan masyara-

kat pada tataran desa atau sekitar tempat

tinggal. Tingkatan meso atau intermediary

meliputi wilayah kota, jaringan atau

hubungan antar organisasi dan pihak

eksternal lain. Tingkatan macro, wilayah

yang lebih luas dari tingkatan sebelumnya,

setingkat nasional.

Faktor yang Mempengaruhi Pemberda-
yaan Masyarakat. Menurut Sumaryadi

(2005: 154-158) ada 8 faktor yang mempe-

ngaruhi pemberdayaan masyarakat yaitu: 1)

Kesediaan komunitas menerima pemberda-

yaan bergantung pada situasi yang dihadapi,

2) Pemikiran bahwa pemberdayaan tidak

untuk semua orang, 3) Budaya masyarakat

yang sudah terbiasa berada dalam hirarki,

birokrasi dan kontrol manajemen yang tegas

membuat mereka terpola  untuk berpikir dan

berbuat dalam rutinitas, 4) Dorongan dari

pemimpin komunitas yang tidak mau mele-

paskan kekuasaan, karena pemberdayaan
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adalah pelepasan sebagian kewenangan

yanhg diserahkan kepada masyarakat, 5)

Batas pemberdayaan, terkait dengan siklus

pemberdayaan yang membutuhkan waktu

relatif lama, 6) Kepercayaan pemimpin

komunitas untuk mengembangkan pember-

dayaan dan mengubah persepsi anggota

komunitasnya, 7) Pemberdayaan tidak kon-

dusif bagi perubahan yang cepat, dan 8)

Pemberdayaan membutuhkan dukungan

sumber daya (resource) yang besar baik

biaya maupun waktu.

Pengembangan Kapasitas

Pengembangan Masyarakat. Pengem-

bangan masyarakat harus menjadi proses

yang dimiliki, dikuasai dan dilangsungkan

oleh masyarakat karena mereka sendirilah

yang mengerti akan kebutuhan, potensi, dan

sumber daya yang mereka miliki. Untuk

itu, pengembangan kapasitas dalam upaya

mengembangkan masyarakat juga harus

dilakukan pada tataran yang sama, yaitu

pada tataran sistem, komunitas, kelemba-

gaan dan individu. Peningkatan kapasitas

pada tataran sistem meliputi usaha yang

luas dan menekankan keterlibatan pemerin-

tah dan pemegang kekuasaan lain untuk

mengembangkan sistem pembangunan

yang berpihak pada masyarakat. Dalam

lingkup komunitas, proses peningkatan

kapasitas adalah pada tataran kelembagaan

komunitas dan individu. Peningkatan kapa-

sitas kelembagaan, usaha meningkatkan

peran dan tata kelembagaan yang mampu

mewadahi gagasan, usulan dan aspirasi

masyarakat untuk kemajuan komunitasnya.

Peningkatan kapasitas kelembagaan meli-

puti: usaha penyadaran masyarakat untuk

menyusun norma-norma dan aturan-aturan

yang menyangkut pola perilaku masyarakat

dan terbentuknya lembaga-lembaga berbasis

komunitas untuk pembangunan di ling-

kungannya, usaha meningkatkan kemam-

puan manajerial dan berorganisasi masyara-

kat untuk mewujudkan tata kelembagaan

yang partisipatif dan transparan. Pening-

katan kapasitas individu meliputi: usaha

meningkatkan kemampuan individu masya-

rakat agar mampu memanfaatkan potensi

dan kemampuan dirinya untuk kemajuan

masyarakat, usaha-usaha pembelajaran dari

ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Proses pengembangan masyarakat berupa

siklus yang terus menerus dan berkelan-

jutan, karena kondisi dan dinamika

masyarakat terus berkembang.

Elemen-elemen dalam Pengembangan
Kapasitas. Garlick dalam Mc Ginty (2003)

menyebutkan lima elemen dalam pengem-

bangan kapasitas  yaitu: 1) Membangun

pengetahuan,  meningkatan keterampilan,

mewadahi penelitian dan pengembangan,

serta bantuan belajar, 2) Kepemimpinan,

3) Membangun jaringan, kerjasama dan

aliansi, 4) Menghargai dan mengajak komu-

nitas bersama-sama mencapai tujuan, dan 5)

Dukungan informasi, mengumpulkan,

mengakses dan mengelola informasi.

Evaluasi Pemberdayaan. United Nation

Development Programme (2002): “mendefi-

nisikan evaluasi sebagai kegiatan selektif

yang mencoba mengkaji perkembangan dan

pencapaian suatu hasil secara sistematis dan

objektif”. Evaluasi tidak hanya dilakukan

satu kali namun berulang dan dilaksanakan

berdasarkan lingkup yang berbeda pada

beberapa tahapan waktu untuk menilai

capaian pengetahuan dan pembelajaran

dalam upaya mencapai hasil (outcome).

“Evaluasi pemberdayaan sebagai evaluasi

yang mengarah pada upaya peningkatan

pencapaian keberhasian program pember-

dayaan yang lebih baik (Wandersman dalam

Fetterman, 2007). Menurut Fetterman

(2007): “Evaluasi pemberdayaan adalah

proses mendapatkan gambaran diri melalui

evaluasi dan refleksi diri dalam tataran

individu atau grup guna meningkatkan

kualitas diri melalui inisiatifnya sendiri”.



Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 3  No. 2 April 2013 : 178-197

186

Terdapat beberapa pendekatan dan model

evaluasi pemberdayaan. Guijt (2000) menje-

laskan bahwa: “Evaluasi pemberdayaan

harus dilakukan sendiri oleh masyarakat

melalui rangkaian kegiatan partisipatif

(participatory monitoring & evaluation=

PM&E). Prinsip dalam PM&E adalah

bahwa masyarakat lokal berperan sebagai

partisipan aktif, semua  stakeholder ikut

mengevaluasi sedangkan pihak luar hanya

memfasilitasi, fokus pada pengembangan

kapasitas stakeholder dan proses yang ada

ditujukan untuk membangun komitmen

guna kemajuan dan tindakan korektif”.

Pendekatan evaluasi pemberdayaan lainnya

adalah evaluasi konvensional. Menurut

Riebergen-McCracken (1998), evaluasi tra-

disional cenderung bersifat linear dan lebih

berfungsi untuk menilai akuntabilitas mana-

jemen dan keuangan sedangkan evaluasi

partisipatif lebih bersifat open-ended dan

iterative (berulang) dan lebih berfungsi

untuk menjawab kebutuhan terhadap

perubahan dalam kegiatan.  Kritik Cousins

(2005) terhadap teori evaluasi pemberdaya-

an Fetterman adalah bahwa tindakan

evaluasi bisa dilihat dari dua sisi yaitu

evaluasi yang dilakukan oleh praktisi yang

bersifat praktis dan evaluasi yang dilakukan

oleh peneliti yang cenderung teoritis.

Prinsip Evaluasi Pemberdayaan dan
Pengembangan Kapasitas. Konsep evaluasi

pemberdayaan menurut Fetterman dan

Wandersman (2007) lebih mengarah pada

evaluasi faktor-faktor eksplisit daripada

faktor implisit. Fetterman menyampaikan 10

prinsip-prinsip dalam evaluasi pemberda-

yaan yaitu:  1) Improvement (peningkatan),

2) Community ownership (kepemilikan ko-

munitas), 3) Inclusion (inklusi), 4) Demo-

cratic participation (partisipasi demokrasi),

5) Social justice (keadian sosial), 6) Com-

munity knowledge (pengetahuan komuni-

tas), 7) Evidence-based strategies (strategi

berbasis alasan), 8) Capacity building

(pengembangan kapasitas), 9) Organizatio-

nal learning (pembelajaran organisasi), dan

10) Accountability (akuntabilitas).

Untuk mengevaluasi kinerja pengembangan

kapasitas, United Nation Development

Program (2008) memaparkan kerangka

kerja/framework yang merupakan dimensi

penilaian yang terdiri dari: masukan (points

of entry), isu utama (core issues), dan kapa-

sitas fungsional/teknis (technical /functional

capacities). Dimensi masukan (points of

entry) dibedakan berdasarkan tingkatannya

yaitu pengembangan kapasitas dalam level

sistem, kelembagaan dan individu. Dimensi

isu utama (core issues) merupakan pengem-

bangan kapasitas yang terdiri dari penataan

kelembagaan (institutional arrangement),

kepemimpinan (leadership), pengetahuan

(knowledge), dan akuntabilitas (accounta-

bility). Dimensi kapasitas fungsional meru-

pakan upaya untuk meningkatkan kapasitas

manajerial yang dibutuhkan untuk menyu-

sun, mengimplementasikan dan mereview

kebijakan, strategi, program dan kegiatan.

Kapasitas teknis merupakan upaya mening-

katan pengetahuan dan keterampilan.

Model Evaluasi Pemberdayaan Fujikake.
Model evaluasi Fujikake adalah  alat anali-

sis untuk mengukur derajat keberdayaan

masyarakat dengan menggunakan pendekat-

an kualitatif yaitu mencoba memahami

pencapaian pemberdayaan dari pandangan

masyarakat sebagai pelaksana program. Ada

empat tahap dalam evaluasi pemberdayaan

(Fujikake, 2008) yaitu: Tahap pertama,

melihat perubahan tingkat kesadaran

masyarakat. Hasil  analisis perubahan

tingkat kesadaran dituangkan dalam grafik

yang diklasifikasikan menjadi 3 tipe yaitu

“sangat baik”, “telah berubah”, dan “tidak

seperti  sebelumnya” ( Gambar 3). Tahap

kedua, menilai pemberdayaan berdasarkan

12 indikator yaitu: tingkat partisipasi,

pengemukaan opini, perubahan kesadaran,

pengambilan tindakan, kepedulian dan ker-

jasama, kreativitas, menyusun tujuan  baru,
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negosiasi, kepuasan, kepercayaan diri, kete-

rampilan manajerial, dan pengambilan

keputusan (Gambar 4). Tahap ketiga, me-

ngelompokkan dan menghubungkan indi-

kator yang telah dianalisis sebelumnya.

Hasil analisis adalah grafik keterkaitan

antar elemen ekonomi, sosial dan budaya,

kesadaran dan mobilitas (Gambar 5). Tahap

keempat, mengukur tingkat pencapaian,

apakah pada tataran lokal, regional atau

nasional. Fujikake menggolongkan tingkat

pemberdayaan menjadi tiga yaitu: micro

level (desa), meso level (kota), dan macro

level (nasional). Hasil analisis adalah grafik

tingkat pemberdayaan (Gambar 6).

Tipe 1

Tipe 2

Tipe 3

Sumber: Fujikake, 2008

Gambar 3. Tiga Tipe Hasil Pemberdayaan
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Sumber: Fujikake, 2008

Gambar 4. Evaluasi Pemberdayaan dengan 12 Indikator

Pencapaian tujuan, Kepuasan terhadap hasil, dan

Terjadi perubahan (bersifat kuantitatif)

Lebih dari sekedar pencapaian tujuan, Kepuasan dan

pengakuan terhadap proses, Terjadi perubahan

(kuantitatif dan kualitatif)

Kepuasan dan pengakuan terhadap strategi, Terjadi

perubahan (bersifat kuantitatif dan kualitatif)
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Opini/pendapat
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Tidakan

5. Kepedulian dan

Kerjasama

6. Kreativitas

7. Menyusun

Tujuan baru

8. Negosiasi

10. Kepercayaan

Diri

11. Kemampuan

Manajerial

3. Perubahan

Kesadaran

9. Kepuasan



Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 3  No. 2 April 2013 : 178-197

188

Ekonomi          Sosial

Budaya

B

Mobilitas

Kesadaran macro

level:

kebijakan sistem

Sumber: Fujikake, 2008

meso level:

Gambar 5. Empat Elemen Pemberdayaan ubungan dengan pemerintah

daerah, kota atau organisasi lain

micro level:

lingkup desa/lingkungan

individu dan organisasi capital

Sumber: Fujikake, 2008

Gambar 6. Tingkatan Pemberdayaan

Pemberdayaan Masyarakat melalui

PNPM Mandiri Perdesaan. Visi PNPM

Mandiri Perdesaan adalah terciptanya ma-

syarakat yang berdaya dan mampu menjalin

sinergi dengan pemerintah daerah serta

kelompok peduli setempat dalam rangka

menanggulangi kemiskinan secara efektif,

mandiri dan berkelanjutan. Misi PNPM-MP

adalah memberdayakan masyarakat perde-

saan, terutama masyarakat miskin, untuk

menjalin kerjasama sinergis dengan peme-

rintah daerah dan kelompok peduli lokal

dalam upaya penanggulangan kemiskinan,

melalui pengembangan kapasitas, penye-

diaan sumber daya, dan melembagakan bu-

daya kemitraan antar pelaku pembangunan.

Pengembangan kapasitas merupakan salah

satu aspek dalam upaya pemberdayaan

masyarakat untuk mencapai tujuan menang-

gulangi kemiskinan.

Tujuan PNPM-MP adalah: 1) Mewujudkan

masyarakat “Berdaya” dan “Mandiri” yang

mampu mengatasi berbagai persoalan

kemiskinan di wilayahnya, sejalan dengan

kebijakan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri, 2) Mening-

katkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam

menerapkan model pembangunan partisipa-

tif yang berbasis kemitraan dengan masya-

rakat dan kelompok peduli setempat, 3)

Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berba-

gai program pemberdayaan untuk optimali-

sasi penanggulangan kemiskinan, dan  4)

Meningkatkan capaian manfaat bagi masya-

rakat miskin untuk mendorong peningkatan

IPM dan pencapaian sasaran MDGs.

Sasaran pelaksanaan PNPM-MP adalah: 1)

Terbangunnya lembaga kepemimpinan ma-

syarakat (BKM) yang aspiratif,  representa-

tif, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh

dan berkembangnya partisipasi serta keman-

dirian masyarakat, 2) Tersedianya PJM
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Pronangkis sebagai wadah untuk mewujud-

kan sinergi berbagai program penanggu-

langan kemiskinan yang komprehensif dan

sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam

rangka pengembangan lingkungan permu-

kiman yang sehat, serasi, berjati diri dan

berkelanjutan, 3) Meningkatkan akses  pela-

yanan kebutuhan dasar warga miskin dalam

rangka meningkatkan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran

MDGs.

Pendekatan untuk mencapai tujuan PNPM-

MP adalah: 1) Melembagakan pola pemba-

ngunan partisipatif berorientasi pada masya-

rakat miskin dan berkeadilan, Membangun

lembaga kepemimpinan masyarakat (BKM)

yang representatif, akuntabel, dan mampu

menyuarakan kepentingan masyarakat, 2)

Menyediakan stimulan BKM secara trans-

paran untuk mendanai kegiatan penanggu-

langan kemiskinan dan membuka lapangan

kerja melalui pembangunan sarana/prasa-

rana, peningkatan kualitas sumber daya

manusia, pengembangan ekonomi lokal,

memperkuat keberlanjutan program,

menumbuhkan rasa memiliki di kalangan

masyarakat melalui proses penyadaran,

partisipatif, pengelolaan hasil dan lainnya,

3) Meningkatkan kemampuan perangkat

pemerintah dalam perencanaan, pengang-

garan, dan pengembangan paska program,

4) Meningkatkan efektifitas perencanaan

dan penganggaran yang berorientasi pada

masyarakat miskin dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini meggunakan kerangka analisis

yang merupakan konsep langkah-langkah

penelitian yang meliputi input, proses, dan

output penelitian( Gambar 7).

Gambar 7. Kerangka Analisis Penelitian

Hasil observasi: data kependudukan,

kegiatan pengembangan kapasitas,

siklus pemberdayaan masyarakat

Input Proses Output

Analisis pelaksanaan

pengembangan kapasitas

(Deskriptif Kualitatif)

Gambaran masyarakat dan

implementasi pengembangan

kapasitas

Hasil survei/ku esioner:Sikap dan

pandangan masyarakat mengenai

pemberdayaan dan konsep pem-

bangunan berbasis masyarakat

Analisis sikap dan cara

pandang masyarakat

(Deskriptif Kuantitatif)

Hasil olahan statistik

mengenai sikap dan cara

pandang masyarakat

Analisis evaluasi pemberda-

yaan Model Fujikake

(Deskriptif Kualitatif)

Sikap dan cara pandang

masyarakat mengenai keber-

lanjutan pembangunan

berbasis masyarakat

Hasil wawancara dan hasil analisis

sebelumnya mengenai pencapaian

tahapan pemberdayaan

masyarakat

Analisis derajat Keberdayaan

Masyarakat (Deskriptif

Kualitatif)

Tahapan pemberdayaan

yang telah dicapai

masyarakat

Kecamatan Pekalongan
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Penelitian ini menggunakan metode deskrip-

tif yaitu analisis yang  memberikan gambar-

an menyeluruh terhadap gejala/perstiwa/

kondisi suatu objek penelitian. Penelitian ini

menggunakan data primer dan sekunder.

Teknik pengambilan data yang digunakan

adalah: 1) Wawancara, dilakukan terhadap

beberapa penduduk yang memiliki pengeta-

huan dan pengalaman mengenai proses

pengembangan kapasitas dalam program

pemberdayaan yang telah dilaksanakan, 2)

Observasi, teknik ini membantu peneliti

dalam memahami pola kehidupan masyara-

kat di lokasi penelitian, dan 3) Kuesioner,

digunakan untuk mendapatkan data menge-

nai sikap dan cara pandang masyarakat

tentang konsep pemberdayaan masyarakat

dan keberlanjutan proses pembangunan ber-

basis masyarakat di wilayahnya. Jawaban

hasil kuesioner diberi skor dengan

menggunakan skala likert.

Variabel yang digunakan dalam penelitian

ini adalah variabel terikat dan variabel

bebas. Variabel terikat adalah variabel yang

dipengaruhi atau yang menjadi akibat

adanya variabel bebas, dan variabel bebas

adalah variabel yang mempengaruhi atau

yang menjadi sebab perubahan atau

timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2009).

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah

sikap dan cara pandang masyarakat terhadap

pelaksanaan pembangunan berbasis masya-

rakat melalui PNPM-Mandiri Pedesaan

yang meliputi aspek-aspek: 1)  partisipasi,

2)  mengemukakan pendapat, 3) perubahan

kesadaran, 4) kemampuan bertindak, 5)

kerjasama dan kepedulian, 6) kreativitas, 7)

menyusun tujuan baru, 8) negosiasi, 9)

kepuasan, 10) kepercayaan diri, 11)

kemampuan manajerial, 12) pengambilan

keputusan. Variabel bebas dalam penelitian

ini adalah jenis partisipasi atau peran

responden dalam pemberdayaan yang

meliputi peran responden dalam pemberda-

yaan masyarakat yang dibedakan menjadi

peran dalam kepengurusan Badan

Keswadayaan Masyarakat (BKM), Unit

Pelaksana (UP), Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM), dan atau masyarakat

sebagai relawan.

Metode Analisis. Penelitian ini mengguna-

kan metode analisis kualitatif dan kuanti-

tatif. Metode kuantitatif dengan dengan

menggunakan perhitungan statistika seder-

hana, mengukur sebaran data, menghitung

varian dan standar deviasi serta teknik

pengontrolan data menggunakan teknik

perhitungan cross-tabulation.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas

Kegiatan pengembangan kapasitas dilaksa-

nakan dalam bentuk sosialisasi-sosialisasi,

pelatihan-pelatihan (coaching) dan pelak-

sanaan siklus pemberdayaan. Hasil analisis

kegiatan pengembangan kapasitas dalam

program pemberdayaan masyarakat dijelas-

kan sebagai berikut.

Sosialisasi Program Pemberdayaan.
Sosialisasi awal program ini mendapatkan

tanggapan yang cukup baik dari masyarakat,

karena masyarakat merasa senang akan

mendapatkan bantuan dari pemerintah

dimana pengelolaan dan pelaksanaannya

akan dilakukan sendiri oleh masyarakat.

Rangkaian kegiatan sosialisasi berikutnya

adalah Rembug Kesiapan Masyarakat

(RKM), yaitu menghimpun masyarakat

untuk memutuskan menerima atau menolak

program pemberdayaan masyarakat PNPM-

MPd di desanya dan berfungsi sebagai

pembelajaran awal bagi masyarakat dalam

pelaksanaan PNPM-MPd. Pada tahapan ini

masyarakat memasuki tahap awal siklus

pemberdayaan masyarakat, yaitu masyara-

kat telah memiliki keinginan untuk berubah.

Pada tahap ini telah berhasil menghimpun
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relawan yang akan menjadi pioneer di

tingkat desa dalam rangkaian kegiatan

pemberdayaan masyarakat. Relawan yang

terbentuk dalam satu kecamatan (10 desa)

berjumlah 240 orang terdiri dari 170 orang

laki-laki (70,83%) dan 10 orang perempuan

(29,17%). Ditinjau dari aspek gender, keter-

wakilan perempuan cukup representatif

karena dalam ketentuan PNPM-Mandiri

Pedesaan Tahun 2007 dipersyaratkan keter-

libatan perempuan minimal 20%. Sosialisasi

selanjutnya adalah memberikan pemaham-

an yang lebih mendalam kepada masyarakat

tentang prinsip-prinsip pembangunan berba-

sis masyarakat dan upaya-upaya penang-

gulangan kemiskinan melalui siklus pem-

berdayaan dalam program PNPM-Mandiri

Perdesaan.

Pelatihan Masyarakat/Coaching. Pelatihan

di PNPM-Mandiri Pedesaan pada dasarnya

adalah pelatihan motivasional yaitu pelatih-

an yang mendorong peserta mempunyai

paradigma dan sikap mental positif yang

mendukung upaya–upaya penanggulangan

kemiskinan. Pelatihan secara umum dibeda-

kan menjadi dua, yaitu yang terkait dengan

siklus dan non siklus. Pelatihan yang terkait

dengan siklus yaitu coaching refleksi

kemiskinan, pelatihan dasar relawan, peme-

taan swadaya, penyusunan PJM Pronangkis,

pelatihan pratugas BKM, pelatihan BKM,

pelatihan dasar, pelatihan madya, pelatihan

utama dan pelatihan lain yang mendukung

siklus pemberdayaan. Pelatihan yang tidak

terkait dengan siklus yaitu pelatihan

pembuatan media warga, pelatihan manaje-

men penanggulangan bencana berbasis

masyarakat, pelatihan pengembangan data

dan informasi komunitas, pelatihan UPK,

UPS, UPL, pelatihan Kades, dan pelatihan-

pelatihan/OJT keterampilan teknis lainnya.

Sikap dan Cara Pandang Masyarakat.

Dalam penelitian ini dilakukan upaya untuk

mengetahui bagaimana sikap dan cara

pandang masyarakat terhadap aspek-aspek

pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi. Tingkat partisipasi masyarakat

menghadiri pertemuan yang dilaksanakan

PNPM-MP tergolong tinggi. Rincian

frekuensi yang hadir dapat dilihat pada

Tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Skor Frekuensi Prosentase

1

2

3

4

5

5

6

17

27

13

7,35

8,82

25,00

39,71

19,12

Jmlh 68 100

Tabel 4 menunjukkan sebanyak 39,71%

responden menyatakan sering datang meng-

hadiri  pertemuan;  19,12% pasti datang;

25,00%  jarang datang; 8,82% sesekali

datang; dan 7,35% menyatakan tidak

pernah datang.

Kemauan Masyarakat. Tingkat kemauan

masyarakat dalam kegiatan pembangunan

fisik yang dilaksanakan PNPM MP

tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat pada

Tabel 5.

Tabel 5. Tingkat Kemauan Masyarakat

Skor Frekuensi Prosentase

1

2

3

4

5

8

5

18

20

17

11,76

7,35

26,47

29,41

25,00

Jmlh 68 100

Hasil kuesioner menyatakan bahwa masya-

rakat mau berpartisipasi hanya pada pemba-

ngunan fisik di lingkungannya, sedangkan

yang jauh dari lingkungannya atau beda

dukuh kemauannya kurang. Dari Tabel 5

menunjukkan sebanyak 29,41% responden

menyatakan sering ikut dalam kegiatan
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pembangunan fisik; 25,00% pasti ikut,

26,47% jarang ikut, 7.35% jarang sekali ikut

dan 11,76% menyatakan tidak pernah ikut.

Kepedulian dan Kerjasama. Tingkat kepe-

dulian dan kerjasama masyarakat terhadap

warga miskin dalam PNPM-MP tergolong

sedang sebagaimana terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6.Tingkat Kepedulian dan Kerjasama

Skor Frekuensi Prosentase

1

2

3

4

5

9

12

19

16

12

13,24

17,65

27,94

23,53

17,65

Jumlah 68 100

Sebanyak 27,94% responden menyatakan

kurang peduli terhadap warga miskin;

23,53% cukup peduli, 17,65% pasti

peduli,17,65% kurang sekali peduli; dan

13,24% menyatakan tidak pernah peduli

terhadap warga miskin.

Kerja Kelompok. Tingkat kerja kelompok

masyarakat dalam kegiatan PNPM MP

tergolong sedang sebagaimana terlihat pada

Tabel 7.

Tabel  7. Tingkat Kerja Kelompok

Skor Frekuensi Prosentse

1

2

3

4

5

7

9

24

20

8

10,29

13,24

35,29

29,41

11,76

Jumlah 68 100

Sebanyak 35,29% responden menyatakan

jarang kerja berkelompok; 29,41% sering

kerja berkelompok; 11,76% selalu kerja

berkelompok; 13,24% jarang sekali;  dan

10,29% tidak pernah kerja berkelompok.

Pengambilan Tindakan.Tingkat mengambil

tindakan masyarakat dalam kegiatan pemba-

ngunan dalam tergolong tinggi sebagaimana

dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Tingkat Pengambilan Tindakan

Skor Frekuensi Prosentase

1

2

3

4

5

5

6

15

26

16

7,35

8,82

22,06

38,23

23,53

Jmlh 68 100

Sebanyak 38,23% responden menyatakan

tergerak mengambil tindakan dalam pemba-

ngunan; 23,53% sangat tergerak; 22,06%

cukup tergerak; 8,82% kurang tergerak; dan

7,35%  menyatakan tidak tergerak meng-

ambil tindakan dalam pembangunan.

Penyampaian Opini. Tingkat penyampaian

opini masyarakat dalam pembicaraan dan

pembahasan pembangunan tergolong

sedang sebagaimana terdilihat padaTabel 9.

Tabel 9. Tingkat Penyampaian Opini

Skor Frekuensi Prosentase

1

2

3

4

5

15

9

19

15

10

22,06

13,24

27,94

22,06

14,71

Jmlh 68 100

Sebanyak 27,94% responden menyatakan

jarang membicarakan kegiatan pembangun-

an di luar forum pertemuan; 22,06% sering;

14,71% sering sekali; 13,24% jarang sekali;

dan 22,06% tidak pernah membicarakan.

Mengemukakan Pendapat. Tingkat kebera-

nian masyarakat mengemukakan pendapat

dalam pertemuan-pertemuan tergolong

sedang sebagaimana terlihat pada Tabel 10.
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Tabel 10. Tingkat Mengemukakan Pendapat

Skor Frekuensi Prosentase

1

2

3

4

5

10

11

17

15

15

14,71

16,18

25,00

22,06

22,06

Jmlh 68 100

Sebanyak 25,00% responden menyatakan

jarang mengemukakan pendapat dalam

kegiatan PNPM; 22,06% sering mengemu-

kakan pendapat; 22,06% selalu mengemu-

kakan pendapat; 16,18%  jarang sekali dan

14,71% tidak pernah mengemukakan

pendapat.

Perubahan Kesadaran. Tingkat kesadaran

masyarakat terhadap akar permasalahan

kemiskinan dalam komunitasnya tergolong

tinggi, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel

11.

Tabel 11.Tingkat Perubahan Kesadaran

Skor Frekuensi Prosentase

1

2

3

4

5

6

6

16

23

17

8,82

8,82

23,53

33,82

25,00

Jmlh 68 100

Tingkat kesadaran ini hasil dari pengem-

bangan kapasitas terutama saat siklus-siklus

awal seperti refleksi kemiskinan dan peme-

taan swadaya. Sebanyak 33,82% responden

menyatakan cukup menyadari akar setiap

masalah kemiskinan dalam komunitasnya;

25,00% sangat menyadari; 23,53% kurang

menyadari; 8,82% kurang sekali menyadari;

dan 8,82% tidak menyadari akar masalah

kemiskinan dalam komunitasnya.

Kreativitas. Tingkat kreativitas masyarakat

dalam bentuk pemunculan ide-ide baru

tergolong sedang, sebagaimana tabel berikut

:

Tabel 12. Tingkat Kreativitas Ide Baru

Skor Frekuensi Prosentase

1

2

3

4

5

4

6

25

22

11

5,88

8,82

36,76

32,35

16,18

Jmlh 68 100

Dalam hal ini masyarakat kreatif menyam-

paikan ide-ide untuk pembangunan desanya

seperti penataan sistem irigasi. Sebanyak

36,76% responden menyatakan kurang

memiliki ide-ide baru; 32,53% sering

memberikan ide-ide baru; 16,18% sering

sekali; 8,82% jarang; dan 5,88% tidak

pernah memberikan ide-ide baru.

Pemecahan Masalah. Tingkat kemampuan

masyarakat dalam pemecahan masalah

tergolong sedang, sebagaimana dapat dilihat

pada Tabel 13.

Tabel 13.Kemampuan Memecahan Masalah

Skor Frekuensi Prosentase

1

2

3

4

5

10

8

20

16

14

14,71

11,76

29,41

23,53

20,59

Jmlh 68 100

Sebanyak 29,41% responden menyatakan

jarang mamikirkan memecahkan masalah

kemiskinan dalam komunitasnya; 23,53%

sering, 20,59%  selalu; 11,76% jarang sekali

memikirkan; dan  14,71% tidak pernah

memikirkan.

Penyusunan Tujuan Baru. Tingkat kapa-

sitas masyarakat menyusun tujuan baru

dalam membangun dengan konsep baru

tergolong tinggi, sebagaimana terlihat pada

Tabel 14.
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Tabel 14. Penyusunan Tujuan Baru

Skor Frekuensi Prosentase

1

2

3

4

5

7

9

18

19

15

10,29

13,24

26,47

27,94

22,06

Jmlh 68 100

Sebanyak 27,94% responden  menyatakan

sering memikirkan membangun kampung-

nya menjadi bentuk yang baru;  22,06%

selalu; 26,47% kurang; 13,24% jarang

sekali; dan 10,29% tidak pernah.

Negosiasi. Tingkat negosiasi masyarakat

dalam penyampaian program tergolong

tinggi, sebagaimana terlihat pada Tabel 15.

Tabel  15. Tingkat Negosiasi Program

Masyarakat dapat menegosiasikan program

yang direncanakan (prioritas pavingisasi

jalan agar merata di seluruh desa). Sebanyak

29,41% responden menyatakan sering

melakukan negosiasi dalam menyampaikan

program;  22,06% pasti bernegosiasi;

20,59% jarang bernegosiasi; 14,71% jarang

sekali bernegosiasi; dan 13,24% tidak

pernah bernegosiasi.

Kepuasan. Tingkat kepuasan masyarakat

terhadap hasil kegiatan yang dilaksanakan

tergolong tinggi, sebagaimana dapat dilihat

pada Tabel 16. Sebanyak 44,12% responden

menyatakan puas; 16,18% sangat puas;

20,59% cukup puas; 13,24% kurang puas;

dan 5,88%  tidak puas terhadap hasil

kegiatan.

Tabel 16. Tingkat Kepuasan

Skor Frekuensi Prosentase

1

2

3

4

5

4

9

14

30

11

5,88

13,24

20,59

44.12

16,18

Jmlh 68 100

Pemanfaatan Dana. Tingkat pemanfaatan

dana pembangunan tergolong tinggi (lihat

Tabel 17) pemanfaatan dana pengaspalan

dan pavingisasi jalan lebih transparan dike-

lola masyarakat melalui KSM. Sebanyak

44,12% responden menyatakan pemanfaatan

dana baik sekali; 16,18% sangat baik sekali;

25,00% cukup baik; dan 8,82% kurang baik;

dan 5,88% tidak baik.

Tabel  17. Tingkat Pemanfaatan Dana

Skor Frekuensi Prosentase

1

2

3

4

5

4

6

17

30

11

5,88

8,82

25,00

44,12

16,18

Jmlh 68 100

Keterampilan Manajerial. Tingkat keteram-

pilan manajerial masyarakat tergolong

sedang (lihat Tabel 18).

Tabel 18.Tingkat Ketrampilan Manajerial

Skor Frekuensi Prosentase

1

2

3

4

5

5

10

23

20

10

7,35

14,71

33,82

29,41

14,71

Jmlh 68 100

Sebanyak 33,82% responden menyatakan

biasa saja dalam administrasi; 29,41%

lebih paham mengelola administrasi surat

menyurat dan notulensi; 14,71% terampil

Skor Frekuensi Prosentase

1

2

3

4

5

9

10

14

20

15

13,24

14,71

20,59

29,41

22,06

Jmlh 68 100
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administrasi; 14,71% kurang memahami;

dan 7,35% tidak memahami.

Kepercayaan Diri. Tingkat kepercayaan diri

masyarakat tergolong tinggi ( Tabel 19).

Tabel 19. Tingkat Kepercayaan Diri

Skor Frekuensi Prosentase

1

2

3

4

5

7

6

18

22

15

10,29

8,82

26,47

32,35

22,06

Jmlh 68 100

Masyarakat lebih percaya diri dalam forum

pertemuan dan berani memimpin forum.

Sebanyak 32,35% responden menyatakan

sangat percaya diri; 22,06% sangat percaya

diri sekali; 26,47% cukup percaya diri;

8,82% kurang percaya diri; dan 10,29%

tidak percaya diri.

Pengambilan Keputusan. Tingkat kebera-

nian masyarakat dalam pengambilan kepu-

tusan tergolong tinggi (lihat Tabel 20).

Tabel 20. Pengambilan Keputusan

Skor Frekuensi Prosentase

1

2

3

4

5

7

10

11

25

15

10,29

14,71

16,18

36,76

22,06

Jmlh 68 100

Sebanyak 36,76% responden menyatakan

sangat berani; 22,06% sangat berani sekali;

16,18% cukup berani; 14,71% kurang

berani; dan 10,29% tidak berani.

Analisis Tanggapan Masyarakat

Analisis tanggapan masyarakat merupakan

analisis dari nilai rata-rata jawaban.

Tanggapan masyarakat tergolong tinggi,

dengan nilai rata-rata 3,39 (lihat Tabel21).

Tabel  21. Nilai Rata-rata Jawaban Setiap Pertanyaan

No. Indikator Pertanyaan Nilai Rata-rata

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Tingkat partisipasi masyarakat

Tingkat kemauan masyarakat

Kepedulian dan kerjasama masyarakat

Kerja kelompok masyarakat

Pengambilan tindakan

Penyampaian opini

Penyampaian pendapat/usulan

Perubahan kesadaran

Kreativitas

Pemecahan masalah

Penyusunan tujuan baru

Negosiasi program

Kepuasan hasil kegiatan

Kepuasan pemanfaatan dana

Ketrampilan manajerial

Kepercayaan diti

Pengambilan Keputusan

3,60

3,47

3,18

3,22

3,60

2,97

3,12

3,60

3,44

3,27

3,426

3,27

3,52

3,60

3,44

3,47

3,50

Nilai Rata-rata 3,39



Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 3  No. 2 April 2013 : 178-197

196

Analisis Evaluasi Pemberdayaan

Dalam evaluasi pemberdayaan ini yang

dianalisis lebih mengarah pada outcome

atau hasil dari kegiatan pemberdayaan yang

selama ini telah dilaksanakan daripada

output atau keluarannya secara langsung.

Outcome yang dimaksud terdiri dari peru-

bahan kesadaran masyarakat, lingkup

kegiatan pemberdayaan, dan tingkatan

pemberdayaan masyarakat yang terjadi

dalam kegiatan PNPM MPd  di Kecamatan

Pekalongan. Perubahan kesadaran masya-

rakat lebih merupakan dampak dari serang-

kaian kegiatan pengembangan kapasitas

masyarakat yang secara terus menerus

dilaksanakan bersamaan dengan pelaksana-

an agenda pemberdayaan masyarakat yang

lain. Analisis mengenai dampak dari

pengembangan kapasitas ini tidak bisa

dihitung berdasarkan peningkatan jumlah

atau angka partisipasi, kuantitas finansial,

maupun kuantitas fisik terbangun serta

indikator-indikator fisik lainnya, tetapi lebih

kepada pencapaian sasaran akhir program

yang dapat diukur salah satunya dari

peningkatan efektivitas dan efisiensi

program yang dijalankan. Untuk itu tingkat

perubahan kesadaran ini dapat dianalisis

dari tingkat pemahaman masyarakat terha-

dap kondisinya saat ini. Berdasarkan

jawaban pertanyaan tentang perubahan

kesadaran masyarakan nilai rata-rata 3,603

dari skala 5,000 (Tabel 21) mengisaratkan

bahwa telah terjadi perubahan kesadaran

masyarakat yang lebih baik/tinggi dalam arti

terjadi tumbuhnya motivasi untuk melaku-

kan perubahan menjadi kondisi yang lebih

baik serta pengakuan terhadap hasil kegiat-

an yang telah mereka laksanakan sendiri.

Tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan

Pekalongan terhadap masalah kemiskinan

dan pembangunan di lingkungannya cukup

tinggi. Kesadaran masyarakat untuk peduli

terhadap anggota komunitasnya didorong

oleh serangkaian kegiatan pengembangan

kapasitas yang selama ini dilaksanakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis baik secara kuan-

titatif maupun kualitatif serta pembahasan

dapat disimpulkan sebagai berikut : 1)

Rangkaian pengembangan kapasitas dalam

PNPM-MPd yang terdiri dari kegiatan

sosialisasi, pelaksanaan siklus, dan pelatihan

telah dijalankan dengan baik, dengan meng-

gunakan pendekatan sosio-kultural yaitu

dengan memperhatikan aspek keagamaan,

aspek gender dan kebiasaan sehari-hari

masyarakat. 2) Sikap dan cara pandang

masyarakat terhadap pelaksanaan   kegiatan

pemberdayaan masyarakat tergolong baik

atau tinggi. Sikap dan cara pandang masya-

rakat tersebut secara umum tidak dipenga-

ruhi oleh golongan usia, tingkat pendidikan

dan perannya dalam PNPM namun lebih

banyak dipengaruhi oleh jenis kelamin.

Kualitas keterlibatan, peran dan tanggapan

kaum perempuan terhadap pelaksanaan

program pemberdayaan masih lebih rendah

dibanding dengan kaum laki-laki meskipun

secara kuantitas tingkat partisipasinya bisa

dikatakan telah mencukupi. 3) Temuan

evaluatif menunjukkan bahwa proses

pemberdayaan yang dilakukan telah sesuai

dengan tahapan pemberdayaan yang telah

tentukan dalam PNPM-MPd maupun dalam

literatur tentang pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan temuan evaluatif terhadap hasil

menunjukkan bahwa proses pemberdayaan

yang telah berjalan selama 10 tahun telah

berhasil mengubah tingkat kesadaran

masyarakat dan meningkatkan pemahaman

untuk turut serta berperan dalam pemba-

ngunan di komunitasnya, namun untuk

mencapai tingkat kemandirian dan derajat

keberdayaan yang sesungguhnya masih

diperlukan pembelajaran lebih lanjut yang

harus dilakukan secara kontinyu dan terpa-

du. 4) Pemberdayaan masyarakat melalui

lingkungan, sosial dan ekonomi secara tidak

langsung juga mendorong terlaksananya

pemberdayaan politik.  Melalui rangkaian
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pengembangan kapasitas masyarakat bisa

belajar mengenai kelembagaan, kepemim-

pinan dan manajemen komunitas sehingga

menjadikan mereka memiliki tanggung-

jawab yang lebih besar dalam pembangunan

dan memiliki posisi tawar yang lebih besar

dalam hubungannya dengan pihak lain di

luar komunitasnya.
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